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ABSTRAK 

Eksekusi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 
(inkracht) dilaksanakan oleh Jaksa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP 
yang menunjuk Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan. Kemudian lebih 
lanjut Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa, “Pelaksanaan putusan pengadilan 
dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa”. Oleh karena itu Kejaksaan Negeri 
Bantul sebagai salah satu lembaga penegak hukum diberikan wewenang oleh 
Undang-Undang untuk melaksanakan putusan hakim yang inkracht. Sebagaimana 
yang diketahui bahwa putusan dalam perkara pidana tidak hanya berkaitan dengan 
diri terdakwa saja, namun juga terhadap barang bukti. Selama ini eksekusi 
mengenai barang bukti tidak banyak dibahas dalam hukum acara pidana. Fokus 
pembahasan mengenai eksekusi putusan pidana lebih dititik beratkan kepada diri 
terdakwa. Selain itu, jumlah barang bukti yang terdapat di Kejaksaan Negeri 
Bantul sangat banyak dan jenisnya bermacam-macam. Oleh karena itu penyusun 
tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan eksekusi barang bukti 
yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Bantul pada tahun 2013. Kemudian 
penyusun juga ingin mengetahui kesesuaian pelaksaan eksekusi barang bukti oleh 
Kejaksaan Negeri Bantul pada tahun 2013 dengan KUHAP. 

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah metode penelitian 
lapangan (field research). Dalam penelitian ini penyusun memperoleh data dari 
wawancara dan observasi serta penelusuran dokumen-dokumen dan arsip-arsip 
yang ada di Kejaksaan Negeri Bantul, Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yaitu dengan melihat 
pelaksanaan eksekusi barang bukti di Kejaksaan Negeri Bantul yang kemudian 
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa eksekusi terhadap barang bukti 
setelah putusan inkracht itu ada 3 (tiga) macam yaitu: pertama, barang bukti 
dikembalikan kepada yang berhak menerima. Prosedurnya adalah Jaksa 
menyampaikan surat undangan kepada pemilik untuk mengambil barang bukti di 
Kantor Kejaksaan, atau Jaksa mengantarkan langsung barang bukti kepada alamat 
yang tercantum dalam putusan. Kedua, barang bukti dirampas untuk 
dimusnahkan. Prosedurnya adalah Jaksa melaksanakan pemusnahan barang bukti 
sampai tidak dapat dipergunakan lagi. Ketiga, barang bukti dirampas untuk 
negara. Prosedurnya adalah Jaksa Muda Pidana Umum menyerahkan barang bukti 
kepada Sub Bagian Pembinaan. Kemudian Sub Bagian Pembinaan menyerahkan 
barang bukti tersebut kepada KPNKL guna dilaksanakan lelang yang hasilnya 
disetorkan ke Kas Negara atas nama Jaksa. Masing-masing pelaksanaan eksekusi 
terhadap barang bukti harus selalu disaksikan oleh saksi. Kemudian terkait dengan 
pelaksanaan eksekusi barang bukti pada tahun 2013, Kejaksaan Negeri Bantul 
belum melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan KUHAP. 
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HALAMAN MOTTO 

 

 

Musuh terbesar bukanlah orang lain, melainkan diri sendiri. 

 

 

Kita tak pernah tau usaha ke berapa yang akan berhasil, seperti kita 
tak pernah tau do’a mana yang akan dikabulkan. Keduanya sama: 

“perbanyaklah”. 

 

 

Jika engkau sedang berbahagia, maka menagislah sedikit, agar engkau 
ingat bahwa kesedihan juga akan menghampirimu. 

Jika engkau sedang bersedih, maka tersenyumlah sedikit, agar engkau 
ingat bahwa kebahagiaan juga akan menghampirimu. 
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KATA PENGANTAR 

حِٮْمِ بسِْمِ اللهِّ الَّرحْمنِ  الرَّ  

ِ  الْحَمْدُ   ّ ِ مِنْ شُرُوْرِ أنَْفسُِناَ وَ مِنْ سَيِّئاَ تِ  هُ وَ نسَْتغَْفرُِهُ وَ نعَُوْذُ  نحَْمَدُهُ وَ نسَْتعَِيْنُ ِ باِ

لاإَلِهَ إلِاَّ اللهُ أشَْھدَُ أنَْ . لهَُ  مَنْ يھَْدِهِ اللهُ فلََا مُضِلَّ لهَُ وَ مَنْ يضُْللِْهُ فلََا ھاَدِيَ . أعَْمَالنِاَ

سُوْلُ الله لهِِ وَ ى سَيِّدِناَ محمدٍ وَ عَلىَ أَ وَ سَلِّمْ عَلَ  الَلھّمَُّ صَلِّ .  وَ أشَْھدَُ أنََّ محمدٌ الرَّ

ا بعَْدُ  -أصَْحَابهِِ أجَْمَعِيْنَ  -  أمََّ  

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan petunjuknya sehingga 

penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap 

Tindakan atas Barang Bukti dalam Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan 

Hukum Tetap di Kejaksaan Negeri Bantul Tahun 2013”. Tak lupa sholawat serta 

salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah 

membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, dan yang kita 

harapkan syafa’atnya di hari kiamat kelak. 

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi 

persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum 

Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud 

sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya 

fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun 

ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan 

rasa hormat kepada: 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Putusan pengadilan merupakan output atau produk dari sebuah lembaga 

peradilan. Putusan pengadilan memiliki peran yang penting dalam penegakan 

hukum dan keadilan di Indonesia. Dalam perkara pidana, putusan berisi tentang 

bersalah tidaknya seorang terdakwa. Putusan juga berisi mengenai tindakan 

terhadap barang bukti yang digunakan selama proses persidangan. Seseorang yang 

melakukan kejahatan akan dituntut dan dihukum sesuai dengan perbuatannya. 

Sedangkan korban akan mendapatkan keadilan berdasarkan hukuman terhadap si 

pelaku. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, korban bisa mendapatkan kembali 

hak-haknya yang bersifat materi. Keadilan tersebut akan benar-benar terwujud 

apabila putusan ini dilaksanakan (dieksekusi). Eksekusi terhadap putusan perkara 

pidana dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang. 

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam 

sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas 

dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang ini”. Putusan tersebut akan inkracht van gewijsde (telah 

berkekuatan hukum tetap) apabila tidak ada upaya hukum yang diajukan oleh 

terdakwa dalam jangka waktu selama-lamanya 7 hari setelah putusan diucapkan 
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oleh majelis hakim pada sidang yang terbuka untuk umum. Maka putusan tersebut 

akan dianggap sah dan harus segera dilaksanakan (dieksekusi). 

Pengertian mengenai putusan pengadilan juga dijelaskan di dalam 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-

Undang ini juga menjelaskan mengenai pejabat yang berwenang melaksanakan 

putusan pengadilan tersebut. Pasal 52 ayat (3) menyebutkan bahwa, “Dalam 

perkara pidana, putusan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 

kepada instansi yang terkait dengan pelaksanaan putusan”. Kemudian Pasal 54 

ayat (1) menjelaskan lebih lanjut bahwa, “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam 

perkara pidana dilakukan oleh jaksa”. Undang-undang telah menunjuk jaksa untuk 

melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara pidana. Putusan tersebut selain 

berkaitan dengan terdakwa juga berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi terhadap 

barang bukti pidana, jika ada. 

KUHAP menyebutkan dalam Pasal 270 bahwasannya yang berwenang 

untuk melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap adalah 

Jaksa. 1 KUHAP secara tegas menyebut Jaksa, artinya setiap Jaksa baik yang 

menjadi Penuntut Umum maupun yang tidak bertugas sebagai Penuntut Umum 

mempunyai wewenang yang sama dalam melaksanakan putusan hakim yang 

inkracht. 

Jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah “...pejabat fungsional yang diberi 

                                                            
1 Yunia Pranayanti, “Kendala Jaksa Dalam Melaksanakan Putusan Yang Telah 

Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Studi Di Kejaksaan Negeri Magetan)”, Skripsi, Fakultas 
Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2006. 
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wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan 

pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta 

wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan menurut Pasal 2 ayat (1) 

adalah “...lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang 

penuntutan seta kewenangan lain didalam undang-undang”. Kemudian ayat (3) 

menyebutkan bahwasannya kejaksaan adalah satu kesatuan yang tidak bisa 

dipisahkan. Tugas dan wewenang kejaksaan lebih lanjut dijelaskan di dalam BAB 

III Undang-Undang ini. Dibidang pidana, terutama mengenai kewenangannya 

dalam melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, diatur 

dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwasannya kejaksaan 

mempunyai tugas dan wewenang untuk: “Melaksanakan penetapan hakim dan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. 

Putusan hakim terhadap perkara pidana tidak hanya memuat penjatuhan 

pidana atau sanksi terhadap terdakwa saja. Jika terdapat barang bukti yang 

digunakan selama proses pembuktian, maka putusan hakim tersebut juga harus 

memuat mengenai tindakan terhadap barang bukti yang ada. 

Rusli Muhammad mengatakan bahwa barang bukti yang dimaksud adalah 

semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut 

umum di depan sidang pengadilan.2 Berdasarkan keterangan tersebut, maka 

barang bukti tidak termasuk ke dalam alat bukti. Karena Undang-Undang hanya 

menetapkan lima macam alat bukti yang sah yaitu: keterangan saksi, keterangan 

ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun bukan alat bukti, apabila 

                                                            
2 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 2007, hlm. 214. 
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penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya dan 

kemudian mengajukan barang bukti itu kepada hakim,3 maka majelis hakim harus 

memeriksa barang bukti tersebut dan meminta keterangan seperlunya terkait 

barang bukti kepada saksi dan terdakwa. 

Menurut Andi Hamzah, definisi barang bukti secara istilah yaitu: 

barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) yaitu alat yang 
dipakai untuk melakukan delik. Termasuk juga barang bukti ialah hasil 
dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (hasil korupsi) untuk 
membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti 
atau hasil delik.4 
Di samping itu, ada pula barang bukti yang bukan merupakan obyek, 

namun alat atau hasil dari delik. Misalnya pakaian yang dikenakan korban atau 

pelaku kejahatan saat melakukan perkosaan, penganiayaan atau pembunuhan. 

Barang bukti mempunyai peran penting dalam proses pembuktian perkara 

pidana. Karena dengan adanya barang bukti ini maka hakim dapat menyandarkan 

keyakinannya berdasarkan barang bukti yang ada. Barang bukti juga dapat 

memberikan petunjuk terhadap bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Undang-

undang tidak memberikan definisi mengenai barang bukti secara langsung, namun 

hanya memberikan definisi mengenai alat bukti. Bisa dilihat dari pendapat para 

tokoh mengenai defisini barang bukti diatas, bahwa barang bukti bukanlah 

termasuk dari alat bukti. Namun jika di pelajari lebih lanjut, maka secara implisit 

(tersirat) akan dapat ditemukan definisi mengenai barang bukti di dalam pasal-

pasal peraturan perundang-undangan. 

                                                            
3  Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 2007, hlm. 215. 
4 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, disadur oleh Laisiana Irvianti, Skripsi, 

Pelaksanaan Pengembalian Barang bukti Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus di 
Kejaksaan Negeri Semarang), Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013, hlm.  
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Berikut ini pasal-pasal di dalam KUHAP yang secara implisit menjelaskan 

mengenai definisi dan kedudukan barang bukti dalam persidangan: 

1. Pasal 21 ayat (1); 

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang 
tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana 
berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang 
menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan 
melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau 
mengulangi tindak pidana”. 

2. Pasal 45 ayat (2); 

“Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai 
sebagai barang bukti”. 

3. Pasal 46 ayat (2); 

“Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan 
dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam 
putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas 
untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak 
dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai 
barang bukti dalam perkara lain”. 

4. Pasal 181 ayat (1); 

“Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang 
bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan 
memperlihatkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 undang-
undang ini”. 
Berdasarkan pasal-pasal di atas, telah jelas bahwasannya keberadaan 

barang bukti diakui di dalam persidangan. Bahkan hakim harus mencantumkan 

putusan terhadap barang bukti tersebut. Walaupun barang bukti tidak masuk ke 

dalam alat bukti yang sah, namun peran dan keberadaan barang bukti dalam 

persidangan jelas disebutkan oleh KUHAP. 

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwasannya putusan hakim juga 

memuat tindakan (eksekusi) terhadap barang bukti yang ada selama proses 

peradilan perkara pidana. Sebagaimana disebutkan di dalam Surat Edaran Jaksaan 
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Agung Muda Pidana Umum Nomor  B-235/E/3/1994 Tentang Eksekusi Putusan 

Pidana, bahwasannya putusan hakim terhadap barang bukti tersebut memuat tiga 

bentuk tindakan, yaitu: barang bukti dikembalikan kepada yang berhak; barang 

bukti dirampas untuk negara; dan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. 

Berkaitan dengan eksekusi barang bukti, Taufik Makarao dan Suhasril 

mengatakan bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari 

segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita 

diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima, yaitu pihak yang 

namanya tercantum dalam putusan tersebut. Kecuali jika menurut ketentuan 

undang-undang, barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau 

dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.5 

Pasal 273 ayat (3) KUHAP mengatur tentang jangka waktu pelaksanaan 

pidana perampasan barang bukti. Jaksa mengusahakan benda tersebut kepada 

kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang 

hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.6 Kemudian 

dilanjutkan oleh Anang Priyanto dengan mengatakan bahwasannya jangka waktu 

tiga bulan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.7 

Bertolak dari uraian diatas, maka pelaksanaan putusan hakim yang telah 

berkekuatan hukum tetap merupakan bagian yang terpenting dari serangkaian 

proses peradilan. Karena di sinilah penegakan keadilan yang sebenarnya. 

                                                            
5  Mohammad, Taufik Makarao dan Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan 

Praktek, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 178. 
6 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Ed. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, 

hlm. 315. 
7 Anang Priyanto, Hukum Acara Pidana Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012, 

hlm. 105. 
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Terutama kaitannya dengan barang bukti. Bagaimana seharusnya tindakan yang 

dilakukan oleh jaksa untuk mengeksekusi barang bukti sesuai dengan isi putusan 

hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, dan sesuai dengan aturan perundang-

undangan yang berlaku. Agar barang bukti tidak terlalu lama disimpan dan 

akhirnya bisa mengurangi nilai dan manfaat barang jika seharusnya barang 

tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. 

Seringkali orang tidak paham bahwa putusan pengadilan terhadap perkara 

pidana tidak hanya berkaitan dengan terdakwa saja, namun putusan pengadilan 

juga memuat eksekusi terhadap barang bukti yang ada selama proses persidangan 

berlangsung. Penyusun juga melihat bahwa masih sedikit penelitian yang 

menyinggung mengenai pelaksanaan putusan hakim terhadap barang bukti. 

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Bantul. Alasannya adalah karena di 

Kejaksaan Negeri Bantul jumlah barang buktinya sangat banyak dan sangat 

variative (bermacam-macam).8 Sebagian besar perkara mempunyai lebih dari 2 

jenis barang bukti, bahkan beberapa memiliki 10-20 jenis barang bukti. 

Sedangkan perkara yang hanya memiliki 2 (dua) jenis barang bukti atau tidak ada 

barang buktinya sama sekali jumlahnya hanya sedikit atau hanya sebagian kecil 

saja. Berdasarkan alasan tersebut, maka penyusun tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN ATAS 

BARANG BUKTI DALAM PUTUSAN HAKIM YANG TELAH 

BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL 

TAHUN 2013”. 

                                                            
8 Mengenai macam-macam barang bukti akan diuraikan lebih lanjut di dalam BAB IV 

skripsi ini. 
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B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari uraian diatas, maka penyusun merasa ada hal penting yang 

akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum 

tetap terhadap barang bukti di Kejaksaan Negeri Bantul? 

2. Apakah mekanisme pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dilakukan 

oleh Kejaksaan Negeri Bantul pada tahun 2013 telah sesuai dengan 

KUHAP? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui prosedur secara rinci mengenai pelaksanaan 

putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap barang 

bukti di Kejaksaan Negeri Bantul. 

2. Untuk mengetahui kesesuaian antara prosedur atau mekanisme yang 

diberlakukan oleh KUHAP terhadap eksekusi barang bukti dengan 

pelaksanaan eksekusi tersebut oleh Kejaksaan Negeri Bantul, 

khususnya terhadap kasus-kasus pidana yang terjadi pada tahun 2013. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

  Berdasarkan tujuan yang hendak di capai, maka hasil dari penelitian ini 

diharapkan akan bermanfaat dari segi teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat teoritis 
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  Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum, terutama dalam pengkajian 

masalah pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan terhadap barang bukti, 

sehingga berbagai problematika yang menghambat pelaksanaan eksekusi 

terhadap barang bukti dapat diselesaikan dengan baik. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Masyarakat 

 Memberikan gambaran kepada Masyarakat mengenai 

pelaksanaan eksekusi putusan perkara pidana terhadap barang 

bukti. 

b. Bagi Kejaksaan 

 Sebagai masukan atau referensi bagi jaksa dalam 

melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap 

khususnya terhadap barang bukti. 

 

E. Telaah Pustaka 

Penelitian yang penyusun lakukan bukanlah penelitian yang pertama kali 

dilakukan. Sebelumnya telah dilakukan  penelitian yang serupa dengan penelitian 

ini. Oleh karena itu untuk melengkapi penelitian yang dilakukan oleh penyusun, 

maka perlu untuk melakukan telaah pustaka. Telaah pustaka berguna untuk 

membuktikan orisinalitas dari penelitian ini. Telaah pustaka juga berguna untuk 

memberikan batasan dan kejelasan pemahaman yang telah didapat. Penyusun 

akan mengemukakan beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan yang 
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mempunyai tema mirip dengan penelitian yang penyusun lakukan. Kemudian 

penyusun akan memaparkan perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan. Agar 

dapat dibuktikan bahwa penelitian mengenai tema yang penyusun angkat belum 

pernah dilakukan dan penting untuk dilakukan. 

Skripsi yang ditulis oleh Samsul Arisandi yang berjudul “Pemusnahan 

Barang Sitaan Narkotika Di Wilayah Yogyakarta Tahun 2012-2013”9 membahas 

mengenai bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika dan 

faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pemusnahan barang sitaan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun yaitu 

penyusun membahas mengenai prosedur pelaksanaan eksekusi barang bukti di 

Kejaksaan Negeri Bantul. Kemudian penyusun melihat kesesuaian antara eksekusi 

barang bukti yang dilakukan oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Bantul dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun persamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah sama-sama membahas mengenai 

tindakan terhadap barang-barang yang menjadi barang bukti dalam perkara 

pidana. 

Skripsi karya Zainal Muhtar yang berjudul “Implementasi Pembalikan 

Beban Pembuktian Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta)”10 membahas mengenai pembalikan beban 

pembuktian dan implementasinya dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan 

                                                            
9 Samsul Arisandi, “Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Wilayah Yogyakarta Tahun 

2012-2013”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2014. 

10 Zainal Muhtar, “Implementasi Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Peradilan Tindak 
Pidana Korupsi (Studi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah 
dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. 
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Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta. Penelitian ini terdapat perbedaan dan 

persamaan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Perbedaannya adalah 

penyusun meneliti mengenai semua tindakan yang seharusnya dilakukan terhadap 

barang bukti ketika suatu perkara pidana telah berkekuatan hukum tetap. 

Sedangakan Zainur hanya meneliti tentang ketentuan pembalikan beban 

pembuktian dan implementasinya dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi 

di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Yogyakarta. Objek penelitiannya pun 

berbeda, yakni Zainur hanya meneliti barang bukti yang ada pada kasus tindak 

pidana korupsi. Sedangkan penyusun meneliti barang bukti yang terdapat pada 

kasus pidana secara umum. Persamaan dari penelitian ini adalah penyusun dan 

Zainur sama-sama meneliti tentang tindakan terhadap barang bukti. 

Skripsi karya Laisiana Irvianti yang berjudul “Pelaksanaan Pengembalian 

Barang Bukti Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri 

Semarang)”11 membahas mengenai pelaksanaan pengembalian barang bukti 

setalah adanya putusan hakim yang inkracht dan kendala-kendala dalam 

melaksanakan pengembalian barang bukti yang disita setelah adanya putusan 

inkracht. Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian 

yang penyusun lakukan. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

penyusun yaitu mengenai macam-macam eksekusi barang bukti. Sedangkan 

Laisiana hanya meneliti mengenai barang bukti yang dikembalikan oleh jaksa. 

                                                            
11 Laisiana Irvianti, “Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Oleh Jaksa Dalam Perkara 

Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang)”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas 
Negeri Semarang, 2013. 
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Persamaan dari penelitian ini adalah penyusun dan Laisiana sama-sama 

mengangkat tema mengenai tindakan terhadap barang bukti perkara pidana. 

Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Seppin Leiddy Tanuab yang berjudul 

“Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana 

Korupsi”12 membahas mengenai proses eksekusi putusan hakim terhadap hasil 

tindak pidana korupsi dan hambatan pengacara/penasehat hukum dalam 

menerapkan eksekusi putusan hakim terhadap hasil tindak pidana korupsi. 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang 

penyusun lakukan. Tema yang diangkat oleh Seppin Leiddy memang mirip 

dengan tema yang diangkat oleh penyusun, namun terdapat perbedaan terkait 

dengan substansi yang dibahas. Penyusun meneliti prosedur pelaksanaan eksekusi 

terhadap barang bukti perkara pidana secara umum, sedangkan Seppin melakukan 

penelitian terhadap pelaksanaan eksekusi oleh jaksa dalam tindak pidana korupsi. 

Persamaannya adalah penelitian ini sama-sama akan menguraikan peran jaksa 

dalam melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap 

perkara pidana. 

Kemudian dalam sebuah Jurnal karya Hani Irham Dessetya, Pujiyono, dan 

Bambang Dwi Baskoro yang berjudul “Eksekusi Barang Bukti Pada Perkara 

Illegal Logging Di Pengadilan Negeri Semarang”13 membahas mengenai proses 

penyimpanan dan pengamanan barang bukti hasil tindak pidana illegal logging 

                                                            
12 Seppin Leiddy Tanuab, “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Oleh Jaksa Dalam 

Perkara Pidana Korupsi”, Thesis, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010. 
13 Hani Irham Dessetya, dkk, “Eksekusi Barang Bukti Pada Perkara Illegal Logging Di 

Pengadilan Negeri Semarang”, Jurnal Hukum, Vol.1, No. 4, Fakultas Hukum, Universitas 
Diponegoro, 2012. 
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serta mekanisme pelaksanaan eksekusinya di Pengadilan Negeri Semarang. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun. 

Perbedaannya adalah penelitian yang penyusun lakukan terkait kesesuaian 

pelaksanaan eksekusi barang bukti hasil tindak pidana secara umum dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan hakim yang telah 

berkekuatan hukum tetap. Sedangkan persamaannya adalah penelitian ini sama-

sama meneliti mengenai tindakan yang semestinya dilakukan terhadap barang 

bukti hasil tindak pidana. 

Berdasarkan beberapa telaah pustaka diatas, penyusun belum menemukan 

penelitian yang membahas mengenai tindakan atas barang bukti dalam putusan 

hakim yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Bantul Tahun 

2013. Hal ini membuktikan bahwa orisinalitas dari skripsi penyusun dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

 

F. Kerangka Teoretik 

  Penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. 

Karena adanya hubungan timbal balik  antara teori dengan kegiatan-kegiatan 

pengumpulan data, konstruksi , pengolahan data dan analisis data. Sedangkan data 

adalah berdasarkan fakta.14 

  Oleh karena itu, penyusun akan menggunakan beberapa teori yang 

menjadi landasan pada penelitian ini, yaitu: 

1. Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP 

                                                            
14 Metode Penelitian Hukum, www.artikelkomplit.com, diakses pada hari Senin, 28 April 

2014, pukul 13.05 WIB. 
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 Putusan pengadilan dalam perkara pidana selain mencantumkan 

pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan atau sanksi berupa denda, 

juga mencantumkan putusan yang berkaitan dengan tindakan terhadap 

benda sitaan yang dijadikan barang bukti dalam persidangan, kecuali jika 

tidak ada barang bukti dalam perkara tersebut. Kemudian aturan mengenai 

macam-macam putusan berkaitan dengan barang bukti diatur di dalam 

Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP. 

 Pasal 46 ayat (2) KUHAP memberikan aturan sebagai berikut: 

bahwasannya apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan 
penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut 
dalam putusan tersebut. Kecuali jika menurut putusan hakim benda itu 
dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai 
tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda dirusakkan sampai tidak 
dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai 
barang bukti dalam perkara lain.15 
Kemudian hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP 

yang mana aturan tersebut berisi: 

dalam hal putusan pemidanaan, atau bebas atau lepas dari segala tuntutan 
hukum pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan 
kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya 
tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan 
Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan 
negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan 
lagi.16 
 Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang tersebut diatas dapat 

diketahui bahwasannya putusan hakim terhadap barang bukti ada 3 (tiga) 

                                                            
15 Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Prose Pidana, disadur oleh Laisiana Irvianti, 

“Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus di 
Kejaksaan Negeri Semarang)”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013, hlm. 
13. 

16 Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Prose Pidana, disadur oleh Laisiana Irvianti, 
“Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus di 
Kejaksaan Negeri Semarang)”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013, hlm. 
14. 
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macam. Putusan tersebut dapat berupa: dikembalikan kepada pihak yang 

paling berhak menerima, dirampas untuk kepentingan negara atau 

dimusnahkan atau dirusak, dan disita negara jika barang bukti masih 

diperlukan dalam perkara lain. 

2. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman 

 Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, “pelaksanaan putusan pengadilan 

dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa”. Jaksa ditunjuk sebagai 

pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan putusan pengadilan 

dakam perkara pidana, termasuk juga putusan mengenai tindakan terhadap 

barang bukti. Kata jaksa memberikan pengertian bahwasannya jaksa yang 

tidak menjadi penuntut umum boleh melakukan eksekusi putusan hakim 

tersebut. Karena undang-undang menyebutkan kata jaksa secara umum. 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia 

 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi, “Jaksa adalah pejabat fungsional 

yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai 

penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. 

Oleh karena itu, jaksa mempunyai tanggung jawab penuh bagi 

terlaksananya isi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap 
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terhadap perkara pidana. Seperti yang diketahui bersama bahwasannya 

putusan hakim terhadap perkara pidana tidak hanya berisi tentang tindakan 

terhadap terdakwa saja, namun jika terdapat barang bukti yang digunakan 

selama proses persidangan, maka putusan tersebut juga memuat mengenai 

tindakan terhadap barang bukti. Jaksalah yang memiliki peran penuh 

dalam mengeksekusi barang bukti perkara pidana. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang 

dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap obyek yang 

akan diteliti yaitu Kejaksaan Negeri Bantul. Hal ini ditujukan untuk 

memperoleh data-data dan dokumen-dokumen yang akurat yang terdapat 

di Kejaksaan Negeri Bantul berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi 

terhadap barang bukti. Oleh karena itu penyusun akan menggali informasi 

dengan terjun langsung ke Kejaksaan Negeri Bantul. 

2. Sifat Penelitian 

 Penelitian ini bersifat yuridis-normatif, yaitu ketentuan peraturan 

perundang-undangan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang 

tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Maka, 

eksekusi terhadap barang bukti harus sesuai dengan perintah perundang-

undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah KUHAP. Apabila Kejaksaan 



17 
 

Negeri Bantul sudah melaksanakan perintah KUHAP terkait eksekusi 

barang bukti, maka tindakan itu dianggap benar dan sudah sesuai dengan 

KUHAP. 

 Penelitian yuridis normatif ini juga membahas doktrin-doktrin atau 

asas-asas dalam ilmu hukum.17 Termasuk pula di dalamnya doktrin-

doktrin yang terwujud sebagai aturan-aturan dalam KUHAP yang 

mengatur mengenai eksekusi barang bukti. Aturan-aturan itu bersifat 

memaksa dan harus dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh undang-

undang. 

3. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan Kepala 

Kejaksaan Negeri Bantul dan jaksa di bidang pidana umum dan barang 

bukti pada Kejaksaan Negeri Bantul untuk memperoleh informasi dan 

keterangan yang akurat mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap 

barang bukti. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sumber data sekunder yang bersifat publik. Data-data yang diperoleh 

dari data arsip, data resmi pada Kejaksaan Negeri Bantul, dan data 

                                                            
17 Zaidnuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 24. 
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yang dipublikasikan oleh Kejaksaan Negeri Bantul. Adapun sumber 

data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi: 

1) Bahan hukum primer 

Yaitu keterangan-keterangan yang diperoleh dari literatur 

perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, 

meliputi: 

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

b) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum (SE-

JAMPIDUM) Nomor B-235/E/3/1994 Tentang Eksekusi 

Putusan Pengadilan. 

c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia. 

d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman. 

2) Bahan hukum sekunder 

Yaitu data atau keterangan yang diperoleh dari: (a) buku-

buku teks yang membicarakan suatu dan/ atau beberapa 

permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, 

(b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) 

komentar-komentar atas putusan hakim.18 Keterangan-keterangan 

                                                            
18 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 54. 
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tersebut merupakan petunjuk untuk dapat membantu dalam 

menganalisa dan memahami bahan hukum primer. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai 

berikut: 

a. Dokumentasi, yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai 

hal-hal atau variable berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, jurnal, 

artikel, baik cetak maupun online, putusan-putusan pengadilan, laporan 

pelaksanaan eksekusi barang bukti (Berita Acara Pelaksanaan) yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penyusun. 

Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat dokumen atau arsip-

arsip yang berkaitan dan dibutuhkan pada penelitian ini. Dokumentasi 

bertujuan untuk mencocokan dan melengkapi data primer. 

Dokumentasi di sini dilakukan hanya terhadap hal-hal yang berkaitan 

dengan pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti. 

b. Interview (wawancara), yaitu teknik pengumpulan data melalui proses 

tanya jawab yang dilakukan satu arah. Pertanyaan datang dari pihak 

penyusun dan jawaban diberikan oleh pihak Kejaksaan. Wawancara ini 

akan diadakan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dan 

berwenang di Kejaksaan Negeri Bantul untuk memberikan informasi 

terhadap pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum 

tetap berkaitan dengan barang bukti. 
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c. Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.19 Penyusun akan 

mengamati mekanisme atau prosedur pelaksanaan eksekusi terhadap 

barang bukti yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bantul pada 

tahun 2013. Kemudian penyusun akan menelaah kendala-kendala apa 

saja yang dihadapi. Hasil dari pengamatan tersebut akan penyusun 

jadikan sebagai hasil dari observasi. 

5. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Bantul, Jl. RA Kartini 

No. 45 Bantul, Yogyakarta. 

6. Metode Analisa Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan 

menggunakan metode diskriptif kualitatif berdasarkan kualitas yang 

relevan dengan permasalahan yang  dibahas dalam penulisan penelitian 

ini, secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam 

bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan 

efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.20 Metode 

analisis data ini akan memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat 

untuk menjawab perihal pelaksanaan putusan hakim yang telah 

berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana terhadap barang bukti oleh 

jaksa di Kejaksaan Negeri Bantul. 

                                                            
19 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 1993, hlm. 100. 
20 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004, hlm. 172. 
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H. Sistematika Penelitian 

  Dalam menyusun kerangka penulisan ini, penyusun untuk sementara 

membagi penulisan menjadi 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut: 

  Bab pertama berisi pendahuluan yang bertujuan mengantarkan 

pembahasan secara keseluruhan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian dan sistematika penyusunan. 

  Bab kedua berisi tinjauan umum tentang barang bukti, yang meliputi 

pengertian, hubungan alat bukti dengan barang bukti, fungsi barang bukti dalam 

persidangan, dan sistem dan teori pembuktian. 

  Bab ketiga berisi pelaksanaan eksekusi barang bukti oleh Kejaksaan 

Negeri Bantul, yang meliputi Gambaran umum tentang Kejaksaan Negeri Bantul, 

peran jaksa di Kejaksaan Negeri Bantul dalam melaksanakan putusan hakim yang 

telah berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan barang bukti perkara pidana. 

  Bab keempat berisi tentang analisis yuridis terhadap tindakan bagi barang 

bukti dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap oleh jaksa pada 

Kejaksaan Negeri Bantul di Tahun 2013. 

  Bab kelima berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran 

penelitian yang mungkin terlewatkan atau belum tercover dalam kajian penelitian 

ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun mengenai 

Analisis Yuridis Terhadap Tindakan atas Barang Bukti dalam Putusan Hakim 

yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Kejaksaan Negeri Bantul Tahun 2013, 

penyusun memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Prosedur pelaksanaan eksekusi barang bukti sebagaimana diatur oleh 

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum (SE-JAMPIDUM) 

Nomor B-235/E/3/1994 Tentang Eksekusi Putusan Pengadilan 

adalah sebagai berikut: 

a. barang bukti dikembalikan kepada pemilik, prosedurnya adalah 

setelah putusan inkracht Jaksa menyampaikan surat undangan 

kepada pemilik barang bukti untuk mengambil barang miliknya 

di Kantor Kejaksaan, atau dalam keadaan tertentu Jaksa 

mengantarkan langsung barang bukti kepada alamat yang 

tercantum dalam putusan dengan disaksikan oleh dua orang 

saksi. 

b. barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, prosedurnya adalah 

setelah putusan inkracht Jaksa melaksanakan pemusnahan 

barang bukti dengan memperhatikan jenis barang yang 

dimusnahkan. Untuk barang-barang tertentu, Jaksa harus melihat 
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ketentuan SE-JAMPIDSUS Nomor B-421/F/Fek.2/8/1985 

Perihal Petunjuk Teknis Tentang Permohonan Pelelangan dan 

Penanganan Hasil Dinas Kejaksaan dalam melakukan 

pemusnahan. Pemusnahan barang bukti dilaksanakan dengan 

disaksikan oleh dua orang saksi. Untuk jenis barang berupa 

narkoba, dan senjata api pemusnahannya disaksikan oleh 

MUSPIDA (Musyawarah Pimpinan Daerah). 

c. barang bukti dirampas untuk negara. Prosedurnya adalah setelah 

putusan inkracht Jaksa Muda Pidana Umum menyerahkan 

barang bukti kepada Sub Bagian Pembinaan dalam jangka waktu 

paling lama 2 (dua) bulan. Kemudian Sub Bagian pembinaan 

menentukan harga minimum barang. Setelah ditentukan harga 

minimum barang, selanjutnya Sub Bagian Pembinaan 

menyerahkan barang rampasan tersebut kepada KPNKL guna 

dilaksanakan lelang yang hasilnya disetorkan ke Kas Negara atas 

nama Jaksa. 

2. Pelaksanaan eksekusi barang bukti oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri 

Bantul yang memuat 3 (tiga) tindakan, menurut pendapat penyusun 

tidak semua prosedur eksekusi barang bukti dilaksanakan sesuai 

dengan KUHAP dan SE-JAMPIDUM Nomor B-235/E/3/1994 Tentang 

Eksekusi Putusan Pengadilan. Beberapa pelaksanaan eksekusi juga 

tidak sesuai dengan perintah putusan hakim yang inkracht. Selain itu 

penyusun juga menemukan ketidak sesuaian antara arsip laporan 
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pelaksanaan eksekusi barang bukti tahun 2013 dengan keterangan yang 

diberikan oleh Jaksa. Pelaksanaan eksekusi berupa pengembalian 

barang bukti tidak berjalan dengan baik, bahkan beberapa barang bukti 

tidak dapat sampai kepada pemilik karena berbagai hal yang menurut 

pendapat penyusun hal tersebut merupakan kelalaian Jaksa. Kemudian 

terhadap eksekusi pemusnahan barang bukti, Jaksa tidak melaksanakan 

semua perintah pemusnahan barang bukti. Senjata api yang diserahkan 

kepada POLDA tidak seluruhnya dimusnahkan, melainkan beberapa 

ada yang disimpan di gudang markas POLDA. Namun dalam prosedur 

barang bukti dirampas untuk negara, Jaksa pada Kejaksaan Negeri 

Bantul telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan KUHAP dan 

perintah putusan pengadilan yang inkracht. Oleh karena itu, jika dilihat 

secara keseluruhan maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa Jaksa 

di Kejaksaan Negeri Bantul selama tahun 2013 belum melaksanakan 

eksekusi terhadap barang bukti yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan putusan hakim 

yang inkracht. 

 

B. Saran 

Sesuai pengamatan yang penyusun lakukan, Kejaksaan merupakan 

lembaga yang penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Karena 

Kejaksaan merupakan pelaksana dari setiap putusan hakim yang inkracht. Apabila 

suatu keadilan telah diputuskan namun tidak dilaksanakan, maka keadilan itu 
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tidak ditegakkan sama sekali. Oleh karena pentingnya peran Jaksa sebagai 

penegak keadilan, maka penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Setiap putusan pengadilan yang telah ditetapkan (inkracht) 

hendaknya segera dilaksanakan tanpa menunda-nunda 

pelaksanannya. Penyusun banyak menemukan bahwa di Kejaksaan 

Negeri Bantul perintah putusan hakim yang inkracht tidak segera 

dieksekusi. Eksekusi putusan baru dilaksanakan apabila barang bukti 

telah terkumpul banyak dalam jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, 

karena barang tersebut lama tidak digunakan, maka banyak barang 

yang mengalami penurunan kondisi bahkan penurunan nilai 

ekonomis. Hal ini tentu akan berdampak tidak baik. Ketika barang 

tersebut dikembalikan, maka pemilik barang dapat mengalami 

kerugian dengan penurunan kondisi barang tersebut. Kemudian 

apabila barang tersebut dikenakan lelang, negara akan mendapatkan 

keuntungan yang lebih kecil dari yang seharusnya didapat karena 

terjadi penurunan nilai ekonomis dari barang tersebut. Oleh karena 

itu penyusun memberikan saran kepada Kejaksaan Negeri Bantul 

agar ketika ada putusan inkracht, Jaksa segera melaksanakan 

eksekusi terhadap barang bukti. 

2. Pelayanan informasi publik di Kejaksaan Negeri Bantul sebaiknya 

diperbaiki. Berdasarkan pengalaman yang penyusun dapatkan di 

Kejaksaan Negeri Bantul, Kejaksaan tidak memberikan keleluasaan 

kepada penyusun untuk dapat mengakses informasi yang penyusun 
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butuhkan untuk menyusun skripsi. Padahal informasi atau data yang 

penyusun butuhkan dari Kejaksaan merupakan informasi yang boleh 

diakses oleh umum, terutama untuk kepentingan penelitian 

(research). Karena hal tersebut sudah diatur di dalam Instruksi  Jaksa 

Agung Republik Indonesia Nomor: Ins-001 / A / JA / 06 /2011 

Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik 

Di Kejaksaan Republik Indonesia. Instruksi tersenbut menyebutkan 

bahwa dokumen-dokumen seperti peraturan-peraturan, arsip-arsip 

mengenai perkara, laporan pelaksanaan, dan lain sebagainya 

merupakan dokumen yang dapat diakses oleh umum. Terlebih 

penyusun melakukan penelitian menggunakan surat pengantar dari 

Universitas. Maka secara administrasi, penyusun telah legal dan sah 

untuk melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Bantul. 

3. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bantul seharusnya tidak mempersulit 

orang yang akan melakukan penelitian, terutama mahasiswa. Karena 

dengan adanya penelitian seperti ini maka Jaksa dapat berharap 

adanya sumbangan pemikiran dan ide baru untuk kebaikan lembaga 

ke depannya. Pelayanan yang ramah merupakan hak setiap orang 

yang datang ke instansi atau lembaga pemerintahan mana pun. 

Terlebih Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum, maka 

Kejaksaan harus mempunyai wibawa dengan bersikap ramah dan 

melayani dengan baik setiap orang yang datang ke Kejaksaan. 
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KEJAKSAAN NEGERI BANTTIL
Jl. RA Kartini.45 Telp. (0274)367427

SURAT KETERANGAN

Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, hersama ini menerargkan bahwa :

Nama
N.I.M
Program Studi
Fakultas
Perguruan Tinggi

VINA AKFA DYANI
11340134
ILMU HUKUM
SYARI'AH DAN IIUKUM
UIN STINAN KALTJAGA YOGYAKARTA

Telah selesai mengadakan penelitian / riset di Kejaksaan Negeri Bantul

dalam rangka penyusunan Skripsi lKarya Tulis Ilmiah yang berjudul :

(( ANALIS$ YURIDIS TERHADAP TINI}AKAN ATAS
BARANG BUKTI DALAM PUTUSAN HAKTM YANG TELAII
BERKB,KUATAN HUKUM TETAP DI KEJAKSAAN NEGERI
BANTUL TAHUN 2A13"

Demikian surat keterangan ini diberikan dengan sebenarnya

agar dapat dipergunakan seperlunya.

besernber 2$14

NIP. 19661110 211 2 00r



PENGADILAN NEGERI BANTUL
JL. PROF.DRSOEPOiIO,SH NO.4

BANTUL
TelNFax : 0274- 3673,18 email : pn*bantul@phoo.ct.id

Nomor

Perihal

w 1 *u 5 t r4V2- tP B.O1 tKi,t t201 4

Surat Keterangan

Dengan Honnat,

Menanggapi Surat Permohonan ljin Penelitian dari saudara, tertanggal24 November

201 4, Nomor : U |N.0?DS.1 /PP.0O.9/4NT l2O1 4 dari para mahasiswa :

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas lslam Negeri Sunan Kalijaga

Di-

YOGYAKARTA

VINA AKFA DYANI

fi344134

llmu Hukum

Syari'ah dan Hukum

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN ATAS BARANG

BUKTI DALAM PUTUSAN HAKIM YANG TELAH

BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI KEJAKSAAN NEGERI

BANTUL TAHUN 2013.

Nama

Nomor Mahasiswa

Program Studi

Fakultas

JudulPenelitian

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasisrrra tersebut diatas telah menyelesaikan

Penelitian di Pengadilan Negeri Bantul.

Demikian untuk dipergunakan dengan semestinya







i:::=:Fr:..ri,-i

, 
],:

' .1 ,r,'

r;il ,,,i ,

.li

:t,

:Tl.:!:pedti,lrnd,ini, RABU tanggal 06 Bulan MARET -Ihhun

BHRITA AC&RA
PIXN GEMBALIAN I}ARA NC BUKI'I

ilA"2$

dua ribu tigabelas bcrtcmpar di

sumpah jabatan kerrrudinn

Berdasarkan:

l. liurotP€rintahKepalaKejaksaanNogeriBantutNomor: print- .....,.1o.4.13/Epp.3/ 0I /?013Tanggal dahm perkaraatas nanu rcrdakwa : KUSWANTo Als. wlltoK llin
SUGINO, melanggarpasal : pasal +ill Ayat (t) K tj H pidana,

2, Bahwa BarangBukti-1gtt.$t tidak dipergunakan lagi untuk kcpentingan penyidikan / pcnuntula.
karena.ner$qqry.dihentikan penyidikan / qqnrirtuta,rora I dik;inmpin[un r"i-t-rr-p-;;;;;,,,,,,
Imum'tuntuk'pelalcsanaan putuBan pN / PT / MA Nomor : 20s/Iid B izoi-zlpn.ntl

, 
Tarugol t2 Februari 2013-, telah mengembarikan barang bukti bcrupa:

i ' ,' l$ata) ualt STPeda Motor Yamaha MrO Nomor Polisi : AB-tlS7t-GJ, warno Merah ltlarun,
tahan_2012, No.K*:'MH328D40DC|701468, 

^tr{a.$'ia.. 2BDS7010J0 6o"ao S?,IuKnya atii'

. 
., :. i

- I (san) unlt Sqeda Motor Yamaha MIb Nomor Polisi : ABl4illI)O(, wotna h.tlh, I.ahun
2012, NaKa: MHI28D40DC|7i9028, No.Sin:2ttD-37i857g h*erta STNKnya tilns namu
NUR KHOLIS dengan alumat : Sumber Baru Mott;r lI.. P. Mangkuhuii No. 12 y;.:tgtrnk.urt*;

Kepnda:

NamB .'

Pangkst/Nip
Iabahn,, , ,

Nana
Peke{aan
Alamat
No.HP

Saksi"saksi:

1. $Ft (,rJcrhorno , \1.,f

a

: fuifiyah Minarti. SH
: Jaksa Muda / 19710603 199303 2 00:l
; Jaksa Fungsional
(Selaku Jaksa Penuntut Umt'm)

KHAIRIIL IBAD
Karyawan Swasta
Penumping JT IIV4 RT 006/002, Gowongan, Jetis.

.l'ir:irr: : lr .. : _,

;*;Demikian.;Barita Acara ini aiuuat dengan seber.arnya atas kckuatan
ditutup dan ditanda te'rgani pada hari aan tanggat tcrsebut di"t "

Ya,rg .Mengembalikan
Jaksa Penuntut Umum

4aA
Arifivah Minarti, SH

Jaksa Muda Nip . l?710603 199303 2 00J

e*f-



PEMU$NAHAN B {RANG BUKTI

'-...-rii pada !0{i ini, RABU tanggal 02 Bulan (}KTOBER tir.hun tlua ribu
kantor Kojakaan Negeri Bantul, saya:

Nama .

Pargkat/Nlp
Jabatan

KSJA!ff}AN NEGERI BANTUL
:. If IJNrUK KEADILAN "

1. Nama

Iabatan

Z.Nama ,

PangkotNip , ,' Je$aun i :',

Saksi-saksi:

l.

2. Sri Wahono, SH

BA.2:I

tigabcln^s, bertcnrpat cli

!.

BERITA ACAITA

: Agus $ubagya, SH
: Jaksa Pr:etama / 1978031 I 200?12 1 00S
: Kasi Perdata & T'u'N'iselala, 

Jaksa penuntut umum)

Iwan Tri Narwantc
Madya Darma'l'U
Staf Penuntutan Tindak pittana Umnnr

Sri Wahono, SH
MudaWiral'U
Staf,Penuntutan Tindak Pidana Umum

h,J

Bedasarkan Putusan Pengadilan Ncgeri Bantul Nomor : l0l/Pirl Sus/10l3/pN.Btl Tanggal 2g Agushrs

1913^ 
J" Surat Pe-rintah Kepala Kejiksaan Negeri llantul Nomor : Print- 1358 / O.4.13/Huh J tBg I

31.1^1*ggtt 
20 September 2013 (P"4s) yang nmanry{r memutrskan / memerintahkan barang bukri

Derupa:

,,,,,,,: 1 (sqtry)tbuah Handphone merk ^IIMS&YG watna nrerah abu-abu beikyt sim curd
',,i, dcngan'nornor0577i9402222g;

Drampas untut< dimusnat*an sehingga tidak dapat dipergunokan lagi.
Dengan disaksikan oleh:

tlah melak0annlc0n pemusnatran barang buhi tersebut dengan cara dibakar / dihancurkan dan ticlah tl*,ar
dipergunakan lagi.

'-*--Doml\!nn Barita Acara Pemuslahatt barang bukti ini karnr bult dan ditanda tang*ni bcrs*numengingat Sumpah Jabatan.

Yang M,:laksaq#<dn pemusrmhan

lb*4-
,n gu, luuueyA. s ln r

Iwan Tri N

An Tenlnlrun: Hoinnnntn lh $*A,,L

Jalrsil llr:rt:urra / 19780[t t fftf:t,) I (,(]i
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13/Epr'.3/0i/2013
KEPALA KEJAI(SAITN NEGERI'ilEiir,Ur,

" Keputusa' Jaksa Agu,g RI Nornor : Rep-0g9ilA/g/r9gg tanggal 5 Agustus rggri: tentang Penyelesaia, fi*rg B;;il:-
' surat Ed&ran Jarcsa^Agung Muda pombinaan No. sE03/B/s/gflqtg rcnrang?enyelesaian Barang na-pas-a".
Berdasarkan Putusan pengadiran Negeri tlantur .ranggar 

12 Februari 20r3 Nonror :208/Pid.B/2012/pN.Btl , darain pcrkara rindak-Fio*, ui* ,*u,u "I.er.tttkua
Kuswanto Als. wirok Bin sugin.,, yung telah *;prr"r;h rJtuutun tlukunr ,fctap,
barang bukti terscbut dalari negi*t*; Bukti Nomo; , R;;' B- r9s/tltyl/:0r2berupa:
l. lJsalulyit sepeda Motor yenraha Mro Nomor polisi : AB-(rI3T-AJ, $,Ailrir

Yg"tr M&run, Tahun 20i r, No.Ka: M[{32D4oznrsoooqi. run.sin,
28D35060211 beserta STNKnya iltas natna IIERLINDA MEC}A\MA.t"t th,;rruarr

^ flT"ut : Nglebeng.RT-03, Tnnranzur, Banguntap;, ilr;i2. I Gatu) unit sepeda Motor yumaha MIdNo*o. irorisi , ' AIi -2ll{6-t rf;.wama Putih, Tarrun 20r r, No.Ka: Mr"r32gD30c8J632602. No.sirr: 2r{r)-
2632430, bessrta STNKnya itas niuila A JoN dengan oi*nlut : suttxlir.i*rr (i.1.
lll924 R'f 65/19 yogyakarta;

3' ]-(sam) Init Sepeda Mobr Ynmnlra IIYSON warna putih tanpa plar N*rr.rr"
No.Ka: M|-I345P00lBK()374 ! 7" No.Sin: 45p044400;4. l,(satu) !ryl :sgy:* ]vtotor 

yrurtrha vlxroN rvarna iutih tanpa prat,*nr*r ,No.Sin: 3Ct845932,
5' t-Gatu) unit Scpeda Motor Ytmrtha vlxloN wan'la putih tarrpa pllt rrr:rrr*r ,No,Sin: 3C)172779,t;
6. r-Gatu) urrit scpeda Motor yilmnrra vIxIoN w&rna hitam lanpa l.rr,r ,.nrrir

No.Sin: 3C16q0092:
7. l.(satu) ur,it sepcda IVIoror ynnmha MIo rv.rnra putih tanpa prlt r*:nrrrr, .No.Sin; 28D3661il02;
8' l-(satu) unit Sepeda Moior Yamrtha MIo rvarna mcrah manrn tar;pr plnt ,..r.r.

, No.Sin: 2ttD30882l2;
9. l.Gatu) unil scpcda Motor ynnurha MIo J \\,arnil merah tanpt plat norlor .No.Sin: 54Pl8l92l;

P4* gngg*g waktu 7 hari soteiair l'lutusan Tersebut rnenrpcrolch Kckurtarr
lyF* Totap, Banurg Rmrpasan terscbut hanrs <titimpatrkun-p.rungonnnrr'. rJiln
Pidung 

yang menangani sebelum mrnjadi barir,rl1 *ip*",, liparla bidarrlr vrn11
*ry.ryg menyelcsaikan barang r*,pio,on tersubut.
Oleh Karcna itu dianggap perlu untuk nrengcluarkan Surat p$rinr*h rrntukmelimpahkan Bariurg Rampas*n tersebut.

, ,EhIERINT.,\l{KAN

!.! A M u 'i', s H, pangkat Jaksa Muda NIp lg(i{rO4 14 199303 r 00 t Kn-si 
,r 

indak
lifuo !n]u.* Kejaksaan Negeri Biurtul selrrku sahran Til;, 1.ang rncna*gani
Barang Bukti sebelum rnenjadi Barang Rampasarr.

SLAMET RIYANT'0, sH. pangkfi scna wira 't'(J NIp 19570(i06 lr)nrrr).) r (x)l
Kasubag Pcrnbinaan Kcjaksaan Negeri Banlul sclaku Bidang virn14 l)r:rrrerrrrrrr.r
menyelesaikun Barang Rampas:ur.

Y.,*::** l.tl*pulr* penangrnan Bar:rng Rlnrpasan Bcrupa :l. 
-l 

(satu) unit Sepcda Motor yamaha MIo Nomor polisi : AB-(rr:17_,,\J, \\,ilr-nir
Vt*n Marun. Tahun ?,011, No.Ka: MH32D40ZgtisOOO!)t, Nti Sin:28D350d028 beserra-srllltuya aras nanra LIIRLINDA MEGA\iAi, il;;;

^ {ry, l Nglebgng 
ryT93,Tamanan, Banguntapan, Bantul;2. I (satu) unit sepeda Motor yamairo Mio Nomor polisi : AB -?386-t{$,

warna Putih, {ahufr 20i1, No.Ka: M}{3?gD30cBJ6326o? N^ $iin, )*,',

na.

Pertimbangan : l.

Kepada

2.

3.

t.

2.

Untuk : l.



2632410, bcserta STNKnyn al&q nama A JON dengan alanrlt : Sgtotlirlan G1'
1U924 RT 65/19 Yog:,akarta;

3. ]-(r"lt-)_Hl sepeda'Motor ymnaha BysoN ,,varna putih ranpa tllar Ngnror.
No.Ks: MH345P00tBK0374tT, No,Sin: 41tp044400;4. l-(Tt") Iyl q"rdu Motor Yeinaha vlxloN *u*u putih tanp:r prar norrr.r .
No.Sin: 3C1845932;

5. 
J.(satu)lrut_!ry.du Motor yamaha vlxloN wama putih tanpa ptar nonror ,
No.Sin: 3C1727794;

rJ .,:.. -.r .. iitl.'\
l,f l: .,,:,,1.1

6. I Gatu) unit Sepeda Motor yamaha VDiION
No.Sin: 3C1690092;

warna hitam taupa plat nonror .

warna merah tanpa plat u0m0r .
Reg. 8-195 /81'I./ I I /20 I Z ctalanr
membuat kebisiurn mclnkukan
kepada petugas Norn()r I tlnllrnr

7. J-(rytu),unil Sepeda Motor yamaha Mro warna putih tarrpa plat nomor,
No.Sin: 28D3668102;

8 t-(Iutp unit ,sepeda Motoryanraha MIo w&rna merah marun tanpo plat nomor
, No.Sin: 28D3088?12;

9. I (satu) unit Sepeda Moror yamaha MlCI J

No.Sin: 54P1Sl92i; Regisrer llukti Nornor:
perkara Pidana "secara bersama-sanrn
pertolongan jahat" dari pctugas nomor I

tenggang waktu 7 hari.

2. Agar dilaksanakiut delgan penuh tanggullg jarvrtr dan dibuatkan llerita Ac:ara r,nng

{9Pi1 99nS* : Salinan Putusan Pengaditan Negeri Bantul Nornpr , 
'ltttt

/Pid.B/2012/PN.Btl tanggal 12 lfe,bnrari 2013 .

Pendapat Hukum.

T.HIAKSMN NEGERI BANTUI .

ANTARI IRIANI . SII
JAKSA MADYA Nrp 19620119 199003710r



. . : BERITA ISIRA FENYERAIIAN ,'ANCGUNG JAWAB

Ifumi yang bonandr tangan dibawah ini : .: 'i

..1

l,Ngma :- i
Pangkat/Nip,

Selnnjutnyr dlsebut : pihak perrnma

lht*21

l,lilN l-

2.Nnma
Pangkst / Nip
Jabatan

Selnnjutnya disebut : plhak Kedun

TSLAME'f,SH
: Jaksa Muda / 19660414 19930i I 001
: Kasi Tindak Pidnna Umum' (Sclaku Jl*sn penunhrt Umum)

: SLAMET.RIYANT,O, SH
: Sena Wira TtJ / 19570606 198602
:Kasubag Pembinaan $

I00r

e,

I

Pihak Pertama menyerahkan tanggung jawab kepada pihak K,:dur, clari l)r[ak Kedua mcrredni;, tanqrlirrru
jawab dari Pihak Pertama untuk melolang / menyetorkan btrarg bukri 1,:rpg terdiri dari :

l' 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha MIo Nomor Polisi : AI3-61.t7-Al, warna Meftth filurun,I'ohun 2011, No.Ka: MH32D4071tK5060g1, Na.,Srn.' 2,tDJS0602t beseito STNKn.va iltus t ilnilHERLINDA MEGAIYATI dengan alamat :'lsleheix R?'0J, rhmanan, Banguntaparr, llanrul;2' l!:!'lyn!l sEeda Motor Yailaha MIa Nimor potist : A.tt -2386-HF, warna httiit, I.uhunA!: {o'Ka: MH328D30O8J6326!2, No.sin: zttxzisltsa, buserta srwxnyo atari n{ma A
-',.,., 

J-oI! dengan groyot :-sut:dirjan (;Tiw24 RT ts/Iiyogyokartu;
:,..-{,,,,,1ti,{t(j3.?- -unii Sqeda Motir Yamoha BySoN tparnn putih tanpa ptat Nomt;r, /t'ar'ia;
"'.,'ril,t 

\,, Mfr 3 4 5P0 0 I BKLl 74 I 7, Na Sin : 4 S p0 4 4 4 0 0 ;
",'":'4;ir.}1*1*r-unit sqteda-Motor Yatrutha lixtow wulno putih tanpa plat nomor, r{a,$,in..3C1845e32;

Szu WAHONO, SH
Muda Wira'IU / 19740818 200003 I 002
Staf Penuqtutan l"inclak pidana [Jmurn

F. DANARTA, S}i :]

Yuana Wira TU I 19740t22 200112 i 003
Kaur Keuangan

sqeda Motor Yamaha wxloN *ornfr pati$. tanpa prat nomot, y'{r,l$}n..

Sqeda Motor Yamaha VIXION fltrnil hitant tonpa plat nomot, , Nn,$Ia..

: 
;' 5,i' . I :'(satu) unit

' 'ic1727794;
6. I (satu) unit

3C1690092;
7: I-(s.atu).unit 

-sepeda 
Motor Yamaha Mlo warna putilt tanpu srlot nomor , NaSin: 2sD.?66g;tLl;8' I (satu) unit sepeda Motor Yamuhu MIo wornc *"rih nutnu, tunps plat nomor, Nr.$6..28D3088212; ,

9' I (satu) unlt Sepeda Motor Yamaha MI? J warna meralt tanpa plut nomor , Nasin: S-iplglgl l:

Berdasarkan persetujuan Kepala I(cjrrksaan Negeri Barrrur : Nornor
\b8.,.to,+,l3lEpp3t0at2013 Tanggal f April 2013 , ,r.r,gun clisaks:kan oreh :

1. Nama
Pangkat / Nip
Jabatan

2,Nama
Pangkat / Nip
Jabata,n

Berdasarkan p/rtusan 
!3nsraim Negeri llantul Nouwr : 20!t /l>irt.It/20twN.Ittt tanl1S;ul t2Februart Z(llJ, yang telah mempunl,ai (ekuaran hukum rr:rap



Pihak Kedua akan melelang/menyctorkan barang-barang terrebur diatas durgan segera dan pihak kcdrra

alan menyetorkan hasil lelang terscbut ke kas Negara atas narna Kejaksatn.
pihak Kedua akan melaporkan kepada pihak pertama tentarrg pelaksanaarrny'a.

1Serita:Aear-a Pen;erahan Tanggung Iaunab atas Barang Bukti yang dirampas untuk Ncgara ini

atas liekualaq Sumpah Jabatau, pada hari SrLosq tanggal g April 2013,

,fantulditulrip'dan ditanda tangarri pada hari dan tanggal tensbut diatas,dr
1r':,li

2. Kaul Kerransan

/\r
F. DANARTA. SH

YuanaWira TLJ I 19740122200212 I 003

',i

i,;i;l' 11,.,;,.

19660414 19930-, I 001



:.-.

I}[NDA-.]I'JLT

Kepalh:$eksi Tindak Pidana umum Kejaksaan Negeri Bantul dengan ini memberikan pentlapnl
hukum atao barang bukti berupa :

L !-q$0 uflt-Sqeda Motor Yamuha MIo Nonatr l,olisi : Alt-6tJZ-AJ,.warnu yerah tturun,
: thhuid 2011, No.Ka: M1t32D4078K50609t, Wo.ittn: 281)JS0d02t beserta J?iVfi,l,n rrru,r

nsma HfiRUNDA MEGAWATI dengan alamat : Nglebeng ttl. 0J, rrir:nrr)'il;;;',:i,;;;,;;',
Bantul;

Z !^(!otu)^yflt Sepeda Motor Yamoha MIo Nomor polisi : AB -23B6Htr, tudlt(t lrutlh,
Tahun 2011, No.Ka: MH328D30C8J632602,IVa..!'rn: 2tD-2tii24\0, beserta STNKnyu atas
namaA loN dengan alamat : sutodirjan G7'IIn24 RT 6s/l? yogyikarta;

3' I (sotu) unit Sepeda Motor Yamaha BYSON $ornil Putth iinpo plat Noraor, No.Ka:
MH3 4 5m0 I BK03 74 I Z, No.,Sia ; 4 SpL 4 4 ! 00 ;4' I lsau) unit Sqeda Motor Yamaha WXION v,arnu putlh tanpa plat nomr,r, Mr,l,in..
ic18459i2;

5' I (solu) unit Sepeda lllotor Yamaha WXIhN urarna pulih tonpa plat nomor, Iy'rr..l,i2..
3C1727794;

6, I (satu) unlt Sepeda Motor Yarnaha WXION trarnd hirom tunpa plat n(rnxr, N,,.\,rir..
3C1690092;

?' l^f!y)^-y}tt Sepeda Motor Yamaha MIo warna putih ranpa plat nomor , y'{a.^l,ir..
28D3668102;

mutun tanpa plal nomt;r, ,Vo..l'ir..
28Dj088212;

9, I (sau) unlt Sepeda Motor Yamahu MIO I warnc merah tanpa plat nomcr , No.Sin:

Pengadilan Negeri llantul Nomtr : 20g /piill/|Ttb/ltN"lltl
yang telali mempuny*i kekuatan hukum tetap.

Ygngun - barang bukti yang dllvatgkan dirampas unruk Negarr tersebut telah rncrnp*ny*i
kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewiside).

|Vongeryi barang buhi yang dinyatakan dirampas untuk Negan tersebut , tidak dijadikan
, bayng buhi dalam perkara lain.
l!:,' :,ir:,i.ii'i:;1.,, " :

ffi ,' ,*Y,fLq:YJ:lgMilfu dinyatakan,dirampas untuk Negara tsrsebut tidak dijadikan barangti'|' bulctl rlalam perkara perdata atau dituntut oleh pihaL ketiga.
;

, il i,gi,,1,,,,, Demikian untuk dimaklumi dan dapat dipergunakan seperlunya.

Btnlul. April 2013
KAST ]INDAK PTDANA UMUM
KnJAJ$AAN BANl].lL

54Pr8192t;

Bahwa berdasarkan Putusan
tanggal 12 Februari 20IJ ,

Jaksa Mudn rq660414-leem3 r-oitl



,-.'' NOMOR : tlZ /PEN.PID/2014/PN.BTL

..DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Membaca:

I. SuTat daTi KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAERAH ISTIMEwA YoGYAKAII..I.,T
RESOR BANTUL, SEKTOR KRETEK, Tanggal 24 April2014 Nomor :Bl45lIYl20l4lReskrim lrr',

. diterirna di Kantor Pengadilan Negeri Bantul tanggal 25 April 2014 tentang Laporan Cun
Mernperoleh Persetujuan Penyitaan barang bukti terhadap tersangka :

Nama

Jenis Kelamin
Ternpat/ Tgl lahir
Agama
Pekerjaan
Kewarganegaraan
Alamat

: WIWID EKO NOVIANTO Als. KODOK
Bin SLAMET RAHARJO (AIm).
: Laki - Laki
: Bantul,25 Nopernber 1986
: Islarn
: Buruh
: Indonesia
: Cenangan RT, 03 Dsn. Padresan, Ds. Imogiri, Kec. Imogiri,
Kab. Bantul

2. Laporan Polisi Nomor :LPl06lIYl2014iDIYlRes. Bantul/Sek-Krt, tanggal23 April 2014
3. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/06lIYl20l4lReskrim, 23 April 2A14.
4. Berita Acara Penyitaan tanggal 23 April 20L4 terhadap benda yang mempunyai hubungan langsunr

dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka ,

0174 L, Nomor mesin: E40I-1D212037, Nomor rangku: MH9FDL10X3J207849;

Menirnbang, Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik cukup beralasan untuk diberikar
Persetujuan Penyitaan. ' 

i,"

Mengingat, pasal 38 ayat (2) dan pasal 39 ayat (1) hurufa dan e Undang-Undang Nornor I tahLrr
1981.

MENETAPKAN

Mernberikan Persetujuan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap benda berupa :

DITETAPKAN DI : BANTLIL
PADA TANGGAL : 28 April 2014

ILAN NEGERI BANTU]-

. MII
;.NrP:,"I 96001 15 l992la 2 002

WAKlL



KEADILAN $

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

l.Nama
Pangkat /Nip
Jabatan

Selanjutnya disebut :

2.Nama
Pangkat /Nip
Jabatan

Selanjutnya disebtrt:

Berdasarkan
Tanggal

1. Nama
Pangkat / Nip
Jabatan

2.Nama
Pangkat i Nip
Jabatan

BERITA ACARA PENYERAHAN TANGGUNG JAWAB
ATAS BARANG BUKTI UNTUK DILELANG

: CIPI PERDANA, SH
: Jaksa Pratama / 19780523 2003n I A07
: Kasi Tindak Pidana Urnum

(Selaku Jaksa Penuntut Umum)
Pihak Pertama

: SUPRIFIATTN HARTININGSIH, SH
: Sena Wira TU/ 196204 198203 2 002
: Kasubag Pembinaan

Pihak Kedua

persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri Barrtul : Nomor : PRINT-
September 2014 , dengan disaksikan oleh :

: SRI WAHONO, SH
: MadyaWiraTU/ 19740818 200003 I 002
: Staf Penuntutan Tindak Pidana Umum

: F. DANARTA, SH
: Muda Wira TU / 19740122 200212 | 003
: Kaur Keuangan

BA-21

l3/Epp 3/09/2Ala

tanggal 03 Jttli

pihak kedua aken

Negara ini dihuat
2014, bertempar cii

Pihak Pertama menyerahkan tanggung jawab kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima tanggung jarvalr

dari Pihak Pertama untuk melelang / menyetorkan barang bukti yang terdiri dari :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna Hitam;

Pertama

&

2. Kau gan

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 100 /PtdB/2014/PN.Btl
2A14, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pihak Kedua akan melelang/menyetorkan barang-barang tersebut diatas dengan segera dan

menyetorkan hasil lelang tersebut ke kas Negara atas nama Kejaksaan.
Pihak Kedua akan melaporkan kepada pihak pertama tentang pelaksanaannya.

Demikian Berita Acara Penyerahan Tanggung Jawab atas Barang Bukti yang dirampas untuk
dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, pada hari N4Q', tanggal ] September
Kejaksaan Negeri Bantul diartup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Pihak

SI]PRIHA Ir[ SH CIPI PERDANA, SH

Sena Wira TU NIP 1962A4 1982A3 2 402

Saksi-saksi :

1. Staf Penuntutan

4rv

Jaksa Pratama NIP 19780523 ZAA3LZ 1 047

SRI WAHONO" SH SHF. DAN

iraq

I
TA

/r
{AR1

Pihak Kedua

MadyaWiraTU/ 19740818 200003 1002 Muda Wira TU / 19740122 2A02D I 003



KEADILAN "

BERITA ACARA PENYERAHAN TANGGUNG JAWAB
ATAS BARANG BUKTI UNTUK DILELANG

B.F^-Zr

: PRTNT- ... .....1O.4J3Epp.3l09l2}t1

Kedua menerima tanggung jarvab

100 /PicLB/2014/PN-Iltl tanggul 03 'luli

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

l. N am a : CIPI PERDANA, SH

Pangkat / Nip : Jaksa Pratama / 19780523 2ABL2 I A07

Jabatan : Kasi Tindak Pidana Umum
(Selaku Jaksa Penuntut Urnum)

Selanjutnya disebut : Pihak Pertama

: SUPRITTA*TIN HARTININGSIH, SH

: Sena Wira TU / 196204 198203 Z A02

: Kasubag Pembinaan

Selanjutnya disebtrt : Pihak Kedua

2.Nama
Pangkat / NiP
Jabatan

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor :

2014, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap'

PihakPertamamenyerahkantarrggungjawabkepadaPihakKeduadanPihak
dari pihak pertama untuk melelang / menyetorkan barang bukti ya.ng terdiri dari :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogunil'arna Hitum;

SRI WAHONO, SH
Madya Wira TU / 19740818 200003 1 002

Staf Penuntutan Tindak Pidana Umum

F. DANARTA, SH

MudaWiraTU I t97401222A02]D 1003

Kaur Keuangan

D62A4 198203 2042

Berdasarkan
Tanggal

1.Nama
Pangkat i NiP
Jabatan

2.Nama
Pangkat / NiP
Jabatan

Sena Wira TU NIP

Saksi-saksi :

1, Staf Penuntutan

4,<v
SRI WAHONO, SH

persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri Bantul : Nomor
^ 

Septernber 2014, dengan disaksikan oleh :

pihak Kedua akan melelang/menyetorkan barang-barang -lo.t:b"t 
diatas dengan segera dan

;;;J"tk* hasil lelang terseb* ke.kas.Negara atas nama Kejaksaan'

pihak Kedua akan melaiorkan kepada pihak pertama tentang pelaksanaannya'

Demikian Berita Acara penyerahan Tanggung Jawab_ uPr .BT*g Bukti yang dirampas untuk

dengan sebenarnya uru, t.tour* Su*puftJuUla", qudu-h1" Y* tanggal ! September

Keiaksaan Nege.i far;iai**J4", Aitanaa tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas'

pihak kedua akan

Negara ini dibuitt
2014. bertemPat cii

Pihak Pertama

&
CIPI PERDANA. SH

l"f.

2. *"ffil"
DANARTA. SH

Pihak Kedua

@8l82oooo3 1oo2 ffilulaaazrztoa3



Menimbang

Mengingat

Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGEP.I BANTUL

NOMOR :l\EP- 28 tO.4.1311012014

TENTANG

PEIiLIBAHAN KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BAN'UL

NOMOR:l(EP-0910.4.13/02/2014 TAt'iGGAL 02 FEBRUARI 2014

TEt\TTANG

PANITIA PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN TAHUN 20'14

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL

a. Bahvra sehubungan dengan adanya barang rampasan yang telah mentpunyai kekuatar

hukum tetap dan dinyatat<an dirampas untuk Negara dengan Penetapan Pengadilan Neget

bantul,,dipandang perlu dibentuk Panitia Penyelesaian barartg rampasan Kejak'saan I'jeger'

Bantul;

b. Bahwa pembentukan Panitia Penyelesaiarr Barang rampas.rn ditetapkan dengan l(eputusatr

Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;.

1. Unciang-Undang Nomor 16 Tahrrn 2004 tentang Kejaksaan Republik lndonesia;

Z. peiatuian presiden Republik lndonesia Nomor:38 tahun 20t0 tentang Susunan Organtsa:r

dan Tata Kerja Kejaksaan R.l;

3. Keputusan Jiksa'Agung R.l Nomor:Kep-089/JA/B/1988 tanggal 5 Agtrstus '1988 tentan;t

Penyelesaian Barang RamPasan;

4, peraturan Jaksa Agung R.l Nomor Per-009/A/JAl09l201l tanggal 24 Januarri 2011 tentanrl

Susunan OrganisasirJan Tata Kerja Kejaksaan R.l.;

S. Surat Edaran Jaksa Agung R.l Nomor:SE-0C1/8/02/1993 tanggal 2 Februari '199'3 tentanq

perubahan atas Surai Ecliran Nomor:SE-03/B/8.5/B/1988 tentang Penyelesaian Baran;

Rampasan;

MEMUTUSKAN:

I(EPUTUSAN KEPALA KEJAKSA,qN NEGERI BANTUL TENTANG PANiTIA PEN\ELESAIA|(

BARANG RAMPASAN TAHUN 2014

114ernoentuk Panitia Penyelesaian Barang Rampasan/Temuan pada Kejaksaan Negeri Bantitl

dengar, susunan Personil sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

panitia nrelaksanakan penjualan Barang Rampasan/Tentuan pada Kejaksaan Negeri bantul yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan yang berlaku melalui Kantor

Lelang Negara;

Keputusan ini beflaku sejak tanggal ditetapkan, apabiia cJikenrudian hari terdapat kekeiiruan dapilt

diul'ah untuk diperbail<i sebagainrana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepacla :

1. Yth, Kepala Kejaksaan Tinggi D.l.Yogyakaita

2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi D.l.Yogyakarta

3. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Keiaksaan Tinggi D.l,'/ogyakarta

4, Ytlr.,Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi D.l.Yogyakarta

5, Yth. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Ke.iaksaan Tinggi D.l Yogyakafta

6. Yth. Asisten Bidang Tinclak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi tt.l.Yogyakarta

7 . Yth. Kabag, Tata Usaha Keiaksaan Tinggi D l.Yogyakarta

pETll1,qN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangxutan untuk diketahui dan

cliiaksarrakan sebagaimana rnestinya.

: Bantul

: r Oktober 20'14

KS,hAN NEGERI BANTUL

9921 1 2 001

Ditatapkan



KEJAKSAAN NEGERI BANTUL

Nama / Nit,. / Pangkat---] -*-LanaljnI

Jabatan Dalam

Ketua

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEJ.\KSAAN NEGERI BANTUL
NOMOR : KEP- 18 to.4,13t 1)t20i4
TANGGAL I Oktober 2014

Sekretaris

Ket

Sena Wira fll.
Nip. '1962120 4 198203 2 002.

Pembinaan

Kaur Keuangan

KasiTindak Pidana

Umum

Pengelola BMN

F. DANARTA,ST, SiI.
Muda Wira TU

N|P.19740't 12 2A02121 003

PUTRO HARYANTO.SH.

Jaksa Muda

NtP.19610614 199103 1 001

CIPI PERDANA, SI-I.

Jaksa Pratama
NrP. 1 9780523 200312 1 007

SITIFATIMAH, SFi.

Yuana Wira TU,

NtP, 19740401 200501 2 010

NEGEIII BAN TUL

199211 2 001



KEJAI(SAAI{ NEGER} BAJ\TT]L

Nonrrtr'
Srlat
l.irnr;rinrn
I)clilrrrI

II \II][ SAN Y III:
l. i(trl'}At.n KI-..IAKSAAN NF.(;F,RI []AN't'LJt, ( sebagai lerporarr)
l.At{sil,

SchLr[-rungarr cicngarr tclah clilaksanAkannva lclang harang t'atltpasiin ber.upa I

(sattr) unit sepecia motor Suzul<i Shogr-ur wanra hitarl pacla lrali Scrrin tanggal l0

Ntll'lctttbcr 2014. [rersanra irti clengan horrrrat kanri rrrolron agar hasil helsrh clari lelarrg

tct'scbttl clikirirn kc rokcrtitts []ank Ral<1,'at lnclonersia ('atrane llarrtLrl atas nAnl?l llcnciahara

I)errerirna clcrrgan nonror' 01i6.0 1.00 1 026.10.-5

l)cnrikiarr atas bantrran dan licriasanra yang baik cliucapkan terirna kasih.

A N'4.l:fit/;{.-K l:.IAKSAAN NEC[:.RI t]AN'l"tJt-
t7.!, i:: -..",.-".-^ ,i_...r-, n (.r it) A /,D t\r

tl 2ofO 1O.4.1)tC.tlt ll20l4
[] iasa

[)crrrrolror)arr I)cngirirnarr I IasiI Lclarrg [3ararrg
R l'::,Ettr!___-_--

IJarrtrrl. lo Nopernber 2014

lflit,AI)A Y I lt:
I(trPALA KPKNL Y0(iYAKAR.l A
I) I-

YOGYAKARTA

t-tNtN(;sltr. st
l(Xrl l2& I91J2032(n2



F,=,e=: .,' . '- '

JAKSAAI\ I\E GE,RI BANTUL

B t91 t ro.+.r 3lcu.2ttot2ot 4

Biasa
1(SatLr) berrdel

Perrnohonatt Penetapatt l-lari /1'anggal l-elarrg

Baraus Ratttpasatt

Barrtrrl. 28 Oktober 2014

KIlPADA
KF,PALA
Dt-

YOCJYAKAIIl A

YSqY-AKAB'IA

Sehubungan dengan Putusarr Pengaclilan Negeri Bantttl Notnot': 100/Pid.ll/20lzlll'N'lltl

tanggal 3 .luli 2014 tentang balang bukti yang anrar prttttsattrrya dirantpits Lttttrtk Negara. cietrsart

hormat bersama ini karni molron penetapan hari/tarrggal lelang L'rarartg rarrpasan tersebut cliatas'

Sebagai kelerrgkapart pernrohonan irri kanri larnpirkart :

I . Surat Kepgtusan Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Nottror Kep- 28/O.4 .l311012014 tarrggal 0 I

Oktober 2014 teptarrg Perubahan Keputustrrr Kepala Kc.iaksaarr Negeri LlarrtLrlNornor: l(l:l)-

oglo.4.l3l02l2014 tanggal 02 Februari 2014 tentarrg Panitia Penyelesaian Bararrg Ratttf iasitt

Tahun 2014.

2. Surat Perirrtah Kepala Ke.iaksaan Negeri Bantul Notlor: PRINT- l5l1lo.4.l3 lCu2 / l0 i 201'

tanggal 7 Oktober 2014.

Putusarr Pengadilan Negeri Bantul yang telah rretrpttrlyeri kekuattrtt lrttklttll telap'

Berita Acara Penyitaan dari Penyidik Kepolisian.

Surat Perintah Penyitaan dari Penyidik Kepolisian'

Pendapat hukutn Kepala Seksi Tindak Pidana LJtnum Ke-iaksaarr Negeri Batitttl'

Daftar barang yarrg akarr dilelang darl lrarga lirnit'

Laporan llasil Pemer"iksaan Kenclaraan Bermotor clari Dinas Pet'httbungarr Kabupaterr []artttri'

Surat Perrtyataan Bukti Keperlilikan.

Surat Pettutr-iukan Penjual Barang Ranrpasan Kepala Kcjaksaan Negeri Bittltul Ntlrl.rtlr' : IJ

1933lO.4.l3lCu.2l1Ol20l4tanggal 7 Oktober 20 l4'

Dernikiarr atas bantuatr darr kerjasama yarrg baik diLrcapkatt terittta kasilt'

TEMBUSAN YTH:
I.ARSIP

AK
i.\



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, Telp.36732l

Email : dishub@bantulkab.go.id Website I http://dishub.bantulkab.go.id'

Nomor

Lampiran

Hal

get / gto

1 berkas

Laporan Hasil Pemeriksaan

Kendaraan Bermotor

Bantul, 2 Oktober 2014

KEPADA:

YTH. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

BAI\TUL

DI BANTUL

Memperhatikan surat KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL No : B.16361O.4.131Cu.210912014

tanggal 9 September 2014 perihal Permohonan Penilaian Kondisi Kendaraan Roda Dua.

Maka dengan ini kami kirimkan hasil Pemeriksaan Fisik dan Uji Kelayakan kendaraan dengun turit

sebagaimana terlampir.

Demikian hasil pengujian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

i.E
I rr.r

iiL

NrP- 1 essr r r sI 986031010



LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

: 24 SEPTEMBER 2014 Telah di di : BANTUL

TIM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

, termaksud dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 18 Oktober 1952 Nomor : U.5/1'6/21'

,.rdaraan

.enguasa

K

/pe
Tahun Pembikinan

Jenis

: SUZUKI

: FD 110 ( SHOGUN )

: SPD MOTOR

Ukuran Ban

KM Tercatat

JmlTempat Duduk

Warna Kendaraan

Nomor Landasan

: KEJAKSAAN NEGERI BANTUL Nomor Mesin

MH8FD110X3J207849

8401.-1D212037

1O0/80-17

L

HITAM

NOMOR :}L|X/PKB/}OLa

No Bagian Keadaan

0-Loo%

Bobot Nilai

Yo

No Bagian Keadaan

o-100%

Bobot Nilai

%

t
2

3

4

5

9

Landasan

Mesin

Transmisi

Pesawat kemudi

Pesawat rem

Sistem bahan bakar

Roda

Pendingin

Suspensi

23

2L

20

20

20

18

22

0

19

0.15

0.1

0.1

0.05

0.05

0.04

0.03

0.03

0.05

3.45

2.L

2

1

L

o.72

0.66

0

0.95

L0

TL

L2

13

L4

15

16

L7

Body

Dashboard

Kaca

Penerangan

Peralatan dan PerlengkaPan

Kelistrikan

Grill,komponen pendukung

Bagian lain

14

13

0

17

0

18

0

L2

0.1

0.07

0.0s

0.05

0.03

0.05

0.03

0.02

1.4

0.91

0

0.85

0

0.9

0

\)..1 tl

lumlah bagian yang ditaksir 0.6 11.88 lumlah bagian Yang ditaksir o.4 ii '.

lumlah seluruhnya 1 1b.I i',

Nilai prosentase ditetapkan sebesar : L6.18 o/o

pemeriksaan/ pengujian tersebut telah kami laksanakan dengan sungguh-sungguh di Bantul pada tanggal tersebut diatas'

Dibuat sesungguhnYa oleh:

Tim Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Sekreta ris

P
ARNI HASTUTI, A.Ma PKB

Nr P. 1986102520L0012018

Anggota :

1 MUJIYONO

N I P. 19690628199 103 1004

2 WARTOYO

Nl P.19690s131991011001

3 SUBANDISIKWANTO, A.Ma PKB

N I P. 19770516199803 1002

4 R. SUTRISNO, A.Ma PKB

NtP. 198705282010011006

+
1;-*

(frk.">

721t997031007

ffi



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DI REKTORAT J ENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN D I YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

YOGYAKARTA
Jalan Kusumanegara No. 'l 1 Yogyakarta Telp (0274) 544091 Fax (0274) 523183

Nomor
Sifat
Hal

: s.- 45u A/vKN.o9/KNL.o6/2014
: Segera
: Penetapan Jadwal Lelang

l-nl {
[,i fiil r :if;i$

;- Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul' Jalan RA Kartini No. 45
iiantul

Menunjuk surat Saudara Nomor :8.197710.4.131CU.211012014 tanggal 28 Oktober 2014 perihal
Permohonan Penetapan Hari/Tanggal Lelang Barang Rampasan, dengan ini kami tetapkan
pelaksanaan lelang, pada :

Hari
Tanggal
Pukul
Tempat Lelang

: Senin
: 10 November 2014
: '13.00 WIB sampai dengan selesai
: Kantor Kejari Bantul

Jl. RA Kartini No. 45, Bantul

Diharapkan setelah menerima penetapan hari/tanggal lelang dimaksud, agar Saudara
melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
'1. Mengumumkan pelaksanaan lelang kepada khalayak ramai melalui surat kabar harian

propinsi/nasional selambat- lambatnya pada hari Senin,3 November 2014;
2. Mengirimkan bukti pengumuman lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL) Yogyakarta pada hari saat terbitnya Pengumuman Lelang;
3. Apabila membatalkan pelaksanaan lelang, agar memberitahukan secara tertulis pembatalan lelang

dimaksud ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang paling lama sebelum lelang dimulai.
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

,:ti . ')

-.r

lrawan
/-I rutp 19s81 oo41gl4oz1oo1

Tembusan :

1 Kepala Seksi Pelayanan Lelang;
2 Kepala Seksi Hukum dan lnformasi.

! :L'

'' i

!),.,\,/yci o c /C hr is t// P e ne tapan/lnv



PENGUMUMAN LELANG

'..$ENiNi;tEGt,'
siNoVEMBEB.?01a



1''

KEJAKSAAI\ NEGERI BANTUL
PENGIJMUMAN

NOMOR : PENG. 3ov1 l0.4.13lCull112014.

Keiaksaan Negeri Bantul dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) Yogyakarta akan melaksanakan lelang barang rampasan berupa:

NAMA BARANC

I (satu) unit sepeda motor Suzuki shogu:r

berdasarl<aur Putusan Pengadiian Negcri
| 00 tP id.B 120 I 4/PN.Btl

I{ARGA
I,IMIT

Uang
Jaminan

(R R

Rp 7s0.000.- Rp750.0m,-

wal'na hitam
Bantul No:

S),arat dan Ketentuan l,elang :

l. Peserta lelang wajib menyerahkan uang.jaminan lelang sesuai tersebut diatas kepada panitia
sebelum pelaksanaan lelang.

2. Surat Penawaran dimasukkan ke kotak penawaran yang disediakan di Ke.iaksaan Negeli
Bantul .ll. RA. KartiniNo.45 Bantul.

i. Irornrulir penawaran bermeterai Rp 6.000,- ditandatangani dilampiri fbto copy KTP atau
iclentitas lair-r yang sah atas rlama penawar climasukkan dalam kotak penawaran paling lambat
tanggal 10 Nopember 2014 di Aula Ke.iaksaan Ncgeri Bantul sebelum acara di mulai.

1. Bagi peserta yang dinyatakan rnenang, uang iaminan diperhitungkan dengan pembayaran
seluruh kewajiban har:ga lelang dan harus dilunasi paling lambat 5 (lima) hari keria setelal-r
lelang. apabila tidak dilunasi/wanprestasi maka uang.jaminan disetor ke Kas Negara, dan bagi
yang kalair uang.iaminan akan dikembalikan tanpa potorlgan.

,i. l)r:serta lelang atau kuaszrnya harus l-radir saat per-nbr.rkaar-r surat-surat penawaran,.iika terdapat
penawaran yang sama untuk satu macam barang dan telah melaurpaui lrarga lirnit. maka
ielang akan dilanjutkan secara lisan atau tertulis yang akan ditentukan oleh Pejabat Lelang.

6. Apabiia karena sesuatu hal lelang Ianiutar-r tidak dapat clilaksar-rakan, maka penentuan
pemenang lelang akan dilaniutkan secara undian.

7. Pcmenang ielang dikenakan tambahan bea lelang sebesar 3 %r sebagai penerin-raan Negara.
Peserta lelang dapat nrelihat obyek lelang pada tanggal 3 Nopember 2014 sampai dengan 10
Nopen.rber 2014 setiap.iam keria di Kantor Ke.iaksaan Negeri Bantul.

tt. lgJa.llsanaan Lelar-rg / Pembukaan surat-sur:at p_gl]@ :

Hari/1'anggal
I'ukul
T'ernpat

: Senir-r/ 10 Nopember 2014
: 13.00 WIB sampai selesai
: Kantor Ke.jari Bantul
.ll. RA KartiniNo. 45 Bantul

Denrikian pengumuman ir-ri dapat diketahui dan disampaikan pada khalayak umum.

Bantul, 3 Nopember 2014
Panitia Lelang

Ketua

SLrprilratin I lartininedih. SFI

NIP 1 
L)62 1204 | 982032002
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clah tcrinra clari:

Narna
NIP
.labatan

l jarr g tLr niri su. j r-rnt lah

Ii irrcian

I(WII'ANSI I-{ASIL IIHRSII I LI1I.nNG

: Sri I.cstari" Sll
: 19740224 1996022 001
: Pe.iabat [,elang

: Rp 876.000.-
(clclaparr ratus tu.iLrh pLrh_rh cnanr ribu rtrpialr)

: Hasil bersih lelang lrauang rampasan atzis pern]ohonan Ke.jaksaan Negeri
Bantr.rl sesuai RL No. 43212014 rgl l0 Novcmbcr 2014

Yang

Sri [.estari. SIl
NIP. IL)140224 t99602 2 001
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2014
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Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
KEJAKSAAN REPUBTIK INDONE SIA

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing
Tanggal Billing

Tanggal Kadaluarsa

Tanggal Bayar

Nama Wajib SetorflVajib
Bayar

Total Disetor

Terbilang

Status

NTB

NTPN

Detil pembayaran tagihan :

Jenis Setoran

Kode Akun

Jumlah Setoran

8.

9.

10.

820141111000085

17-L1-20L4 07:32:59

14-t1-24L4 07:32:59

11-Lt-2014

Supriyanto yanto

876.000 (rDR)

Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu (IDR)

Sudah Dibayar

14L1.112967L0

4984DONgT7TPCFOL

JENIS PENERIMMN NEGAM BUKAN PAIAK UNTUK
UMUM-Pendapatan Penjualan H asil Sitaan/Rampasan dan Harta
Peninggalan

4231L4 'Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan
Harta Peninggalan

876.000 (rDR)

Ketentuan pembayaran tagihan :

1' Pembayaran dapat dilakukan pada Bank-bank yang memiliki tanda/logo ;.ffitfft$ atau pada Kantor Pos terdekat.
Eaftar bank dapat dilhat di website www.perbendaharaan.go.id/daftar=bank/.

2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kadaluarsa.Jika tanggal kadaluarsa telah tercapai, billing
receipt ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran
kembali.

3. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam payment channel seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet
banking, phone banking, dan sms banking (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki gleh bank).

4. Apabila Anda ingin melakukan setoran melalui fasilitas credit card, Anda dapat mengakses website
www.mpn.depkeu.go.id/paymenU. Syarat dan ketentuan berlaku.

5. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (Billing Receipt) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan diatas. Kode
referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.

6. Pastikan dokumeu ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.

7 . Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda
akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukhan

sudah sesuai.

Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau payment channel.
Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim oleh SIMPONI melalui email anda.

Simpanlah Tanda Bukti Setor/struh/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Apabila anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi
call center e-SPN di nomor (02t)-123456 atau melalui sms ke 9288'
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I(EMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KANTOR WILA\'AH IX D}KN SEMARANG
KPKNLYOGYAKARTA

Pada hari ini, Rabu,
Tanggal
Pukul
Tempat Lelang
Dihadapan saya, Pejabat Lelang
NIP
Nomor SK Pengangkatan
Nomor Surat Tugas

Surat Tugas Pejabat Penjual

Objek Lelang yang Terjual
Uraian

Nama Pembeli
Nomor KTP/SIM/Paspor
Alamat
Harga Pembelian
Keberatan (verzet)

Pejabat Penjual

ttd.

Slamet Riyanto, SH

KUTIPAN RISALAH LELANG
NOMOR : O-t /2013

09 Januari2013 (sembilan) bulanlanuari t4hun.dua ribu tiga belas)

10.00 (sepuluh) WIB
Kantor Kejaksaan Negeri Bantul, ll, Kartini No. 45 Banhrl
Untung Pujianto, Sarjana Hukum
19691115 1997031,003

07 / KM.6 / 2011 Tanggal 20 Mei 2011

ST.03/WKN.9/KNL:06/2013Tanggal04Januari2013

'=:; ::: =;=r : 
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Rasipin

Pejabat Lelang

ttd.

Untung Pjianto S.H '
NIP 19691115 199703 L 003

Diberikan Kutipan kepada Pembeli sebagai
Akta Jual Beli
Yogyakarta,
Kepala Kantor

rrm :000294010



CURRICULUM VITAE 

Nama   : Vina Akfa Dyani 

Alamat   : Kebarongan, RT02/RW07, Kec. Kemranjen, Kab. 

Banyumas, Jawa Tengah. 

Email   : vhydeani@yahoo.co.id 

Kontak   : 089606237627 

TTL   : Banyumas, 22 Agustus 1994 

Nama Ayah  : Jawad Akrom ‘Asyifuddin 

Nama Ibu  : Endang Fatmawati 

Riwayat Pendidikan : 

- TK Aisyiyah Kebarongan, Kemranjen, Banyumas (1998 – 1999) 

- MI.WI Kebarongan, Kemranjen, Banyumas (1999 – 2005) 

- MTs.WI Kebarongan, Kemranjen, Banyumas (2005 – 2008) 

- MA.WI Kebarongan, Kemranjen, Banyumas (2008 – 2011) 

- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011 – Sekarang) 

Riwayat Organisasi : 

- Sekretaris II BEM-PS Ilmu Hukum (2013 – 2015) 

- Anggota Divisi Pendidikan dan Pengkaderan PSKH UIN Sunan Kalijaga   

(2013 – 2014) 

- Ketua Bidang Pendidikan Himmah Suci (2013 – 2014) 
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